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KATA PENGANTAR 

 

Mewakili Dewan Pengurus Pusat (DPP) 

PERKOPPI (Perkumpulan Konsultan 

Praktisi Perpajakan Indonesia), kami, selaku 

Ketua Umum (Chairman) memberikan 

apresiasi atas prakarsa rekan-rekan yang 

terpanggil untuk menerbitkan buku 

µManajemen 3HUSDMDNDQµ�� � GLPDNVXGkan 

untuk menambah referensi dalam 

penerapan kebijakan Manajemen Perpajakan, para anggota 

PERKOPPI yang ingin berkontribusi nyata dalam mewarnai 

khazanah edukasi perpajakan di Indonesia. Kehadiran buku ini 

diharapkan dapat memberikan sedikit pencerahan kepada Wajib 

Pajak, sehingga dapat tercipta kesepahaman atas isu-isu perpajakan 

terkini, membahas tentang penerapan peraturan perpajakan, 

pengkajian, penelitian, pelatihan dan sosialiasi peraturan 

perpajakan, dan tidak dapat dilepaskan dari dunia pendidikan dan 

pengajaran. Maka pantaslah apabila para anggota PERKOPPI 

mendedikasikan sedikit waktunya untuk dapat berbagi 

pengetahuan seputar isu Manajemen Perpajakan yang barangkali 

belum banyak dipahami oleh para Wajib Pajak, khususnya 

Koporasi. 

 

Para anggota PERKOPPI kembali membuat buku kecil ini sebagai 

salah satu referensi Manajemen Perpajakan, pembahasan kewajiban 

perpajakan, baik berupa Pajak Penghasilan (PPh), final dan non 

final serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun PPnBM, setiap 

Wajib Pajak baik korporasi maupun perorangan, sekiranya selalu 

dapat menyandang predikat Wajib Pajak patuh dalam pemenuhan 

segala kewajiban perpajakannya 

 

Kami berharap dapat memberikan sedikit sumbangsih dalam 

pemahaman awal mengenai Manajemen Perpajakan untuk 

memudahkan pelaksanaan pemenuhan akan kewajiban 

perpajakannya dengan baik dan benar. 
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A. Pendahuluan 

Revolusi 4.0 dengan implementasi teknologi modern 

terintegrasi atas aktivitas produksi hingga konsumsi membuat 

kompetisi dalam era ini sangatlah tinggi dan ketat, perusahaan 

dituntut untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas serta 

ekonomisasi untuk seluruh proses lini bisnisnya. 

Beban pajak termasuk dalam hal-hal yang dapat 

dimaksimalkan sesuai dengan perundang-undangan yang 

berlaku. Pajak adalah bagian yang tak terpisahkan didalam 

laporan keuangan yang dapat mengurangi laba. 

Pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib bersama 

pelaksanaan manajemen pajak yang tepat. Manajemen 

perpajakan adalah alat bantu yang sistematis dalam fungsi 

manajemen perusahaan yang terdiri dari perencanaan, 

pengelompokan, implementasi, dan pengawasan yang efektif 

dan efisien. 

Manajemen perpajakan memiliki batas yang jelas dengan 

penghindaran pajak, pajak yang merupakan pungutan yang 

didasarkan pada pelaksanaan perundang- undangan perpajakan 

secara benar dan bukan kontribusi yang sifatnya sekarela (taxes 

are enforced extractions, not voluntary contributions) dan tanpa ada 

imbalan balas jasa langsung dari Pemerintah yang membuat 

wajib pajak secara naluri memiliki keinginan untuk menghindari 

dari kewajiban perpajakan. 

  

KONSEP UMUM 

MANAJEMEN PERPAJAKAN 
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2 

A. Norma Perhitungan Neto 

Wajib Pajak diberikan hak sesuai peraturan untuk dapat 

menentukan penggunaan metode pencatatan, pembukuan 

ataupun menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Netto 

dan telah disyaratkan dalam Pasal 28 ayat (1) UU KUP No. 6 

Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan UU KUP No. 16 Tahun 2009, yang dikecualikan dari 

kewajiban menyelenggarakan pembukuan, tetapi wajib 

melakukan pencatatan merupakan Wajib Pajak orang pribadi 

yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilannya dengan 

penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto serta Wajib 

Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau 

pekerjaan bebas. 

 

Syarat-syarat Penyelenggaraan Pembukuan/Pencatatan  

Penggunaan metode Pembukuan/Pencatatan bagi wajib 

pajak tersebut di atur dalam Pasal 28 UU Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan (KUP), dengan syarat-syarat yang wajib 

dipenuhi, sebagai berikut:  

1. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan 

dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan 

keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. 

2. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di 

Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, 

satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa 

PENENTUAN SISTEM PENCATATAN 

DALAM PENERAPAN STRATEGI 

PERPAJAKAN DAN IMPLIKASINYA 
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A. Pendahuluan 

Jenis bentuk usaha yang dapat dipertimbangkan oleh 

investor sangatlah bervariasi tergantung kepada perencanaan 

pajak dari masing-masing investor, namun pemilihan tersebut 

wajib mempertimbangkan kemudahan mendapatkan mitra 

bisnis, seperti: bank dan supplier yang umumnya lebih terbuka 

dalam jalinan kerjasama dengan entitas yang berbadan hukum. 

Diantara beberapa entitas hukum bisnis yang ada di 

Indonesia dan diakui oleh UU Perpajakan sebagai berikut:  

1. Perseroan Terbatas (PT Biasa dan PT Perseorangan), Koperasi 

dan Yayasan.  

2. Persekutuan (Firma, CV, Kongsi).  

3. Perseorangan.  

Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam 

pemilihan bentuk usaha (Zain, 2003:97), sebagai berikut:  

1. Bagaimana hubungan antara pengenaan pajak penghasilan 

orang pribadi dengan pengenaan pajak penghasilan wajib 

pajak badan termasuk ketentuan-ketentuan pajak khusus 

terkait.  

2. Pengenaan pajak penghasilan secara berganda, baik atas laba 

bruto usaha maupun penghasilan dari pembagian 

keuntungan (dividen) kepada para pemegang sahamnya. 

3. Kesempatan untuk merencanakan pengenaan pajak pada 

tarif pajak penghasilan yang lebih efisien. 

4. Adanya ketentuan²ketentuan mengenai kompensasi 

kerugian dan perlakuan terhadap utang yang berlaku bagi 

bentuk usaha tertentu. 

STRATEGI PERENCANAAN 

PERUSAHAAN YANG BARU 

BERDIRI DAN PEMILIHAN 

BENTUK USAHA 
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A. Strategi Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 

Beberapa strategi terkait perencanaan pajak PPh Pasal 21:  

1. Tax Saving  

Efisiensi beban pajak dengan pemilihan alternatif dari 

pengenaan pajak yang memiliki tarif yang lebih rendah. 

Konversi atas imbalan dalam bentuk kenikmatan/natura 

bagi karyawan yang tidak boleh di biayakan oleh Perusahaan 

dalam perhitungan laba (ruginya) dapat dikonversi sebagai 

tunjangan penghasilan karyawan (gaji), misalnya: dalam 

bentuk uang yang dapat di biayakan dalam perhitungan laba 

(rugi) perusahaan walaupun akan menjadi tambahan obyek 

PPh Pasal 21 karyawan. 

2. Tax Avoidance  

Tax avoidance merupakan upaya mengefisiensikan 

beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak, bagi 

perusahaan yang masih merugi, pengubahan skema 

pemberian tunjangan bagi karyawan yang merupakan obyek 

perhitungan PPh pasal 21 menjadi bukan objek pajak PPh 

pasal 21 karena diperhitungkan dalam Corporate Income Tax 

merupakan salah satu contoh penghindaran pengenaan 

pajak. 

Strategi lainnya upaya terkait pajak penghasilan (PPh) 

Pasal 21 dengan pemilihan metode perhitungan sesuai 

dengan kondisi perusahaan. Pemberi kerja bisa 

menggunakan Metode Netto atau Gross Up.  

STRATEGI 

PERENCANAAN PPh 
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A. Strategi Perencanaan Pajak untuk Efesiensi Pajak Penghasilan 

Badan  

Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) merupakan pajak 

yang dipotong untuk setiap penghasilan atau tambahan 

kemampuan ekonomis baik yang diterima oleh Wajib Pajak 

Badan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.  

Di Indonesia, badan usaha dapat berbentuk Perusahaan 

Terbatas (PT), Perusahaan Firma (Fa), dan Perseroan 

Komanditer (CV) yang wajib memiliki Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP) dan wajib untuk membayar pajak penghasilan 

badan.  

Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang diperoleh dengan 

menghitung terlebih dahulu berapa Penghasilan Bruto yang 

menjadi Objek Pajak, kemudian dikurangi dengan Pengeluaran 

/ Biaya yang boleh dikurangkan dari Penghasilan Bruto 

(Deductible expense), dan selisihnya merupakan Laba Kena Pajak 

(Net Taxable Income / Profit).  

Apabila wajib pajak mengetahui cara menghitung 

penghasilan kena pajak, rencana efisiensi pajak penghasilan 

badan akan lebih efektif.  

Laba yang dikenakan pajak ditentukan sesuai dengan 

undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan 

peraturan yang menyertainya. Perusahaan dapat memilih 

perlakuan pajak yang tepat untuk mencapai efisiensi pajak yang 

signifikan karena laba akuntansi dan laba kena pajak memiliki 

perhitungan yang berbeda.  

STRATEGI PERENCANAAN PAJAK 

UNTUK EFESIENSI PAJAK 

PENGHASILAN BADAN 
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A. Pendahuluan 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang 

dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang 

dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang 

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).  

PPN merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan 

atas konsumsi Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak di dalam 

daerah Pabean, dimana beban pembayaran pajaknya 

ditanggung oleh konsumen, namun penanggung jawab atas 

penyetoran PPN ke Kas Negara ada pada pihak penjual.  

PPN sebagai Pajak Objektif yang pengenaan kewajiban 

pajaknya sangat ditentukan oleh Objek Pajak (Pasal 4 ayat 1, 

Pasal 16C dan Pasal 16D UU PPN No. 42  / 2009).  

 

B. Mekanisme Pengkreditan PPN 

Mekanisme pemungutan PPN menggunakan mekanisme 

Indirect Subtraction Method / Invoice Method, dimana PPN berada 

dalam skema: PPN Keluaran (VAT Out) dikurangin PPN 

Masukan (VAT In).  

x Apabila VAT Out > Vat In, maka selisihnya adalah PPN yang 

harus dibayarkan.  

x Apabila VAT Out < Vat In, maka selisihnya merupakan PPN 

lebih bayar (dapat di ajukan kompensasi ataupun restitusi 

kelebihan pembayaran) 

 

  

PERENCANAAN PAJAK 

PERTAMBAHAN NILAI (PPN) 
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A. Pendahuluan 

1. Transfer Pricing 

Transfer pricing merupakan kebijakan perusahaan 

dalam menentukan harga transfer atas transaksi barang, jasa, 

harta berwujud maupun tidak berwujud serta transaksi 

finansial yang menjadi aktivitas perusahaan dalam kegiatan 

antar pihak berelasi. 

Melalui penerapan aktivitas transfer pricing ini, 

perusahaan dimungkinkan untuk dapat melakukan 

manipulasi kegiatan agar seolah-olah terlihat rugi, hal ini lah 

yang menjadi poin penting dalam pemenuhan kewajiban 

perpajakan wajib pajak, penentuan nilai dalam kegiatan 

transfer pricing ini tidak serta merta dapat dilakukan 

sembarangan karena Pemerintah melalui DJP mensyaratkan 

kewajiban pembuatan transfer pricing document untuk 

membuktikan kewajaran suatu transaksi antar pihak berelasi. 

Transfer pricing yang dilakukan antar perusahaan baik 

multinasional ataupun nasional (lokal) biasanya terjadi 

dimulai dengan adanya suatu hubungan istimewa antar 

perusahaan tersebut, sehingga hubungan istimewa inilah 

yang menjadi indikasi terpenting akan kewajiban pembuatan 

transfer pricing document. 

Adapun beberapa poin-poin penting bagi seorang 

perencana pajak kegiatan transfer pricing, sebagai berikut:  

a. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mewajibkan Wajib Pajak 

Badan yang mempunyai afiliasi untuk melakukan 

MEMINIMALISIR BEBAN PAJAK DENGAN 

MENGHINDARI KETIDAKPATUHAN 

TERHADAP PERATURAN PERPAJAKAN 

YANG BERLAKU 
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